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ABSTRAK

(A) Nama :Leslie Gracia Darmawan
(B) Judul Skripsi :Tanggung Jawab Pelaku Pembangunan Ditinjau

Dari Pelaksanaan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) (Contoh Kasus:
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:
28/PDR.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

(C) Halaman :
(D) Kata Kunci :Pertanggungjawaban, Undang-Undang Rumah

Susun, Perlindungan Konsumen, PPJB
(E) Isi Abstrak :Setiap kesepakatan merupakan dasar dari sebuah

perjanjian. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perikatan
awal sebelum transaksi jual beli rumah tapak dan rumah susun dilakukan
antara pelaku pembangunan dengan konsumen. PPJB rumah susun
dinyatakan dalam akta notaris. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 mewajibkan kepada pelaku
pembangunan dalam membuat PPJB harus menguraikan dengan detail
luas sarusun untuk rumah susun, mencantumkan posisi wilayah, dan
lokasinya. Khusus untuk penjabaran lokasi rumah susun harus
disampaikan satuan bangunan rusun, lantai dan nomor unit sarusun.
Penulisan ini ditulis dari hasil penelitian yang menyoroti mengenai
pertanggungjawaban pelaku pembangunan yang tidak melaksanakan
janjinya yang tertuang dalam PPJB dan bagaimana perlindungan hukum
terhadap konsumen yang merasa dirugikan? Hasil dari penelitian ini
menyimpulkan bahwa apabila perjanjian dibuat dengan benar sesuai
dengan ketentuan perundang-undang dan peraturan yang berlaku, maka
perjanjian sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat
digunakan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban dan
kemudian akibat hukum pelaku pembangunan wanprestasi terhadap pihak
pembeli adalah ganti rugi secara materiil sesuai dengan ketentuan dalam
PPJB. Dalam hal penyelesaian sengketa pihak pembeli dapat
menggunakan cara untuk bermusyawarah terlebih dahulu, namun apabila
gagal pembeli dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur
hukum (litigasi) mupun non hukum (non litigasi)..

(F) Pembimbing :   Vera W. S.  Soemarwi,S.H.,L.LM.
(G) Penulis :   Leslie G. Darmawan



DAFTAR SINGKATAN

PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli

UURS adalah Undang-Undang Rumah Susun

UUPK adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen

UUKPKPU adalah Undang Undang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

SARUSUN adalah Satuan Rumah Susun

HAM adalah Hak Asasi Manusia

PBB adalah Pajak Bumi Bangunan

AJB adalah Akta Jual Beli

PERMEN adalah Peraturan Menteri

PUPR adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPKN adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional
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